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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 
KEMISKINAN DI KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2001 – 2013 
 
Mirham 
I Made Benyamin 
Hamrullah 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
Kemiskinan di Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk  miskin di Kabupaten 
Soppeng.  
 
Penelitian ini menggunakan data time series yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) yaitu  tahun 2001 – 2013. Metode penelitian yang digunakan 
dalam analisis ini adalah Ordinary Least Square (OLS), dengan menggunakan 
metode regresi linear berganda dan alat yang dipakai untuk mengelola data yaitu 
menggunakan eviews.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koefisien Determinasi (R²) sebesar 
0.981171 yang berarti bahwa variabel- variabel bebas yaitu PDRB perkapita, 
Pengangguran, Inflasi, dan Pengeluaran Perkapita secara bersama-sama 
berpengaruh nyata terhadap penduduk miskin sebesar 98,11 persen sedangkan 
sisanya sebesar 1,89 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model estimasi.  
 
Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, PDRB Perkapita, Pengangguran, 
Inflasi,Pengeluaran Perkapita
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE NUMBER OF POOR 
PEOPLE IN SOPPENG DISTRICT PERIOD 2001 – 2013 
 
Mirhan 
I Made Benyamin 
Hamrullah 
 
This studyentitled"Analysis of factors Affecting theNumberof Poor 
PeopleinSoppeng District. This study aims toanalyzethe factors thatinfluence 
thenumber of poor in Soppeng District.  
This studyusestime series dataobtainedfromthe Central Statistics Agency(BPS), 
namely the year2001 to 2013. The research method usedin this analysisis 
theOrdinaryLeastSquare(OLS), using multiple linear regressionmethodsandtools 
usedtomanagethe datathat is usingeviews. 
The resultsofthis study indicatethat thecoefficientof determination(R²) of 
0.981171,which means thatthe independent variables, namely GDPper capita, 
unemployment, inflation, and expendituresper capitais jointlysignificantly 
affectthe number of poorby98.11percentwhile the remaining1,89 percentis 
explainedbyothervariablesnot includedin the modelestimation. 
 
Keywords: poverty rate, GDP percapita, unemployment, 
inflation,expenditurespercapita. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kesenjangan yang terjadi antar lapisan penduduk dalam suatu 
masyarakat pada hakikatnya bersumber dari masalah kemiskinan yang dialami 
oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap upaya mengurangi 
tingkat kesenjangan masyarakat tidak terlepas dari upaya menanggulangi atau 
memerangi masalah kemiskinan itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan 
adalah bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit seperti kaum 
neo-klasik mengartikan sebagai masalah ekonomi semata-mata, tetapi kemiskinan 
dalam pengertian yang luas (ekonomi, sosial-budaya dan politik). Setiap kebijakan 
yang menekankan pada serangan langsung (direct attact) terhadap penyebab 
kemiskinan merupakan langkah tepat yang perlu mendapat dukungan, baik pada 
tingkat pemikiran akademik atau kebijakan praktis dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan lapisan masyarakat miskin yang 
secara langsung terkena problem pada khususnya (Smeru, 2003). 
Perbincangan mengenai masalah kemiskinan muncul kembali saat ini dan 
menjadi tema utama diskusi baik bagi kalangan akademisi, praktisi dan aktivitas 
masyarakat. Kemiskinan bukan merupakan masalah baru karena sekitar satu dasa 
warsa lalu masalah ini telah didiskusikan di tingkat nasional dan berbagai 
kebijakan telah pula ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan pada 
masa pemerintahan kolonial, upaya-upaya penanggulangan persoalan kemiskinan 
ini telah dilakukan (Nugroho, 2003). 
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Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan pada hakekatnya 
sudah dilakukan sejak era pembangunan jangka panjang tahap pertama, meskipun 
upaya tersebut masih bersifat makro. Namun sejak pembangunan jangka panjang 
tahap pertama hingga saat ini nampak bahwa terjadi pergeseran strategi dan 
paradigma pembangunan, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. 
Pergeseran tersebut merupakan refleksi dari perubahan kontekstual pembangunan 
nasional itu sendiri. Strategi yang bersifat makro tersebut nampak ketika 
kebijakan pembangunan nasional lebih bertumpu pada upaya memacu 
pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan cara memacu perkembangan 
sektor swasta.  Bersamaan dengan proses pertumbuhan ekonomi juga terjadi 
proses yang secara diametral bertentangan dengan mekanisme tetesan ke bawah, 
karena pada sisi lain terjadi juga penyedotan dana lokal ke pusat atau yang disebut 
trickle-up. Fenomena ini merupakan sebuah dialektika pembangunan karena 
sebetulnya hasil yang diharapkan dari proses pembangunan adalah keadilan sosial, 
tetapi ada kecenderungan justru lapisan bawah yang menopang perkembangan 
ekonomi lapis atas (Kikis, 2002). 
Penanggulangan kemiskinan dan upaya memberdayakan masyarakat dari 
kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan jalan 
merumuskan standar objektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong 
kemiskinan. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk menentukan 
kelompok sasaran, sehingga program pembangunan yang secara khusus 
menanggulangi kemiskinan dapat dirumuskan lebih akurat. 
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Tampaknya upaya pengentasan masyarakat miskin pada saat ini menjadi 
jauh lebih sukar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Karena selain 
jumlahnya sudah semakin besar, kondisi kemiskinan itu sendiri cukup sulit untuk 
dihapuskan akibat berbagai persoalan sosial budaya dan lokasi tempat tinggal 
yang sangat menyebar. Secara umum kondisi ini dapat dikatakan telah mencapai 
tahap kejenuhan. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, upaya yang perlu 
dilakukan tidak lagi semata-mata mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro, 
tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan makro berupa terobosan-terobosan 
yang secara langsung memberikan pengaruh pada peningkatan produktivitas 
golongan miskin tersebut (Keban, 1994). 
Tabel 1. 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia  
(1998–2012) 
 
Tahun 
Jumlah penduduk miskin  
(Juta Orang) 
Persentase penduduk miskin (%) 
Kota Desa Desa+Kota Kota Desa Desa+Kota 
1998 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23 
1999 15,64 32,33 47,97 19,41 26,03 23,43 
2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14 
2001 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 
2002 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20 
2003 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42 
2004 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 
2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 
2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 
2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 
2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 
2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 
2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 
2011 (Maret) 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49 
2011 
(September) 
10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 
2012 (Maret) 10,65 18,48 29,13 8,78 15,12 11,96 
Sumber: Susenas,2012 
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Data di atasmenunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia, dimana 
pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang, yakni turun0,89 juta orang 
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret2011 yang sebesar30,02 juta 
orang. Karena itu, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia 
cenderung menurun selama periode 1998–2012. Pada tahun 1998, persentase 
penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang). Tingginya 
angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia 
pada pertengahan 1997 yang berakibat pada melonjaknya harga-harga kebutuhan 
dan berdampak parah pada penduduk miskin. Sejalan dengan harga-harga 
kebutuhan yang kembali menurun, angka kemiskinan juga menurun.  
Selama periode 1999–2002 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 
9,57 juta orang dari 47,97 juta orang (23,43 persen dari total penduduk) menjadi 
38,4 juta orang (18,2 persen dari total penduduk). Angka kemiskinan terus 
menurun dan mencapai 35,1 juta orang (15,97 persen dari total penduduk) pada 
tahun 2005. Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak 
pada tahun 2005 yang berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan 
dasar, kemiskinan tercatat meningkat menjadi 17,75 persen (39,3 juta orang) pada 
tahun 2006, atau meningkat sebanyak 4,2 juta orang dibanding tahun 
2005.Meskipun demikian selama periode 2007–2012, angka kemiskinan kembali 
turun.  
Pada tahun 2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,17 juta orang 
(16,58 persen). Beberapa program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk 
miskin dijalankan pemerintah sejak 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan 
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angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya angka kemiskinan, 
baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin 
di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), turun 
0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan  dengan  penduduk miskin pada Maret 
2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). 
Table 2. 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 
(2006–2012) 
 
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%) 
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 
2006 167,8 944,2 1.112,0 6,83 18,25 14,57 
2007 152,8 930,6 1.083,4 6,18 17,87 14,11 
2008 150,8 880,9 1.031,7 6,05 16,79 13,34 
2009 124,5 839,1 963,6 4,94 15,81 12,31 
2010 119,2 794,2 913,4 4,70 14,88 11,60 
2011 137,0 695,9 832,9 4,61 13,57 10,29 
2012 129.20 696.60 825.8 4.31 13.46 10.11 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012 
 
Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan selama periode Maret  
2006-Maret 2012 terus mengalami penurunan baik secara absolut maupun  relatif. 
Pada tahun  2006 penduduk  miskin di Sulawesi Selatan  adalah sebanyak  1.112,0 
ribu  orang  (14,57 persen)  turun  menjadi  1.083,4 ribu orang (14,11 persen) pada 
tahun  2007. Penurunan ini terus  berlanjut  sampai bulan Maret  2011, sedangkan  
pada bulan  Maret  2012 juga mengalami  penurunan menjadi  825,79 ribu  atau  
sekitar 10,11 persen. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 
berarti selama kurun waktu bulan Maret 2011-Maret 2012 jumlah penduduk 
miskin turun  sebesar 7,1 ribu orang. 
Kabupaten Soppeng sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 
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yang lalu, Kabupaten Soppeng mengalami pertumbuhan dalam bidang ekonomi, 
ini ditandai dengan dengan meningkatnya hasil sumberdaya alam terutama dalam 
pertanian, namun menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 
tahun 2011, Kabupaten Soppeng masih dikategorikan sebagai salah satu 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk miskin yang 
cukup tinggi, dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 
Tabel 3. 
Kemiskinan menurut kabupaten/Kota Sulawesi Selatan  
Tahun 2010-2011 
 
 
Daerah/ 
Kabupaten 
Garis Kemiskinan  
(Rp/bulan) 
Persentase 
Penduduk 
Miskin (%) 
Jumlah Penduduk 
Miskin (Jiwa) 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Selayar 180355 203 726 16,41 14,41 14,98 19,834 
Bulukumba 177 859 200 907 10,50 9,02 41 122 35 594 
Bantaeng 142 972 161 499 9,96 10,24 17 211 18 116 
Jeneponto 188 731 213 188 20,58 19,09 68 219 65 322 
Takalar 179 994 203 319 11,06 11,16 28 325 30 026 
Gowa 1295 452 220 780 10,93 9,49 67013 612 882 
Sinjai 169 415 189 004 11,37 10,68 257666 24 444 
Maros 212 544 237 119 16,35 14,62 49777 46 522 
Pangkajene 185 923 207 420 19,35 19,26 57 367 58 872 
Barru 194 138 216 585 11,43 10,68 18 476 17 716 
Bone 167 601 189 320 15,19 14,08 107 271 100 990 
SOPPENG 170 178 180 352 9,95 10,41 22 784 23 298 
Wajo 196 543 208 293 8,93 8,96 33 770 34 473 
Sidenreng 185 330 196 410 8,70 6,99 16 857 19 001 
Pinrang 176 376 186 920 18,10 9,01 30 320 31 631 
Enrekang 190 151 204 861 16,14 16,84 34 239 32 023 
Luwu 184 095 198 363 16,40 15,43 55 227 51 363 
Tana toraja 172 445 185 785 16,14 14,61 75 240 32 409 
Luwu utara 192 085 206 944 16,40 16,24 52 455 46 708 
Luwu timur 184 242 198 494 8,91 9,18 21 013 22 296 
Toraja utara  249 111  19,08  41 087 
Kota makassar 209 582 233 815 5,52 5,86 69 667 78 467 
Kota pare-pare 188 525 199 796 6,52 6,53 7 685 8 445 
Kota palopo 185 464 199 811 11,85 11,28 17 260 16 702 
Sulawesi Selatan 153 715 163 089 12,31 11,6 936 898 915 660 
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2012. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) merilisjumlah penduduk miskin di Sulawesi 
Selatan per Maret 2011 tercatat sebesar 11,6% dari jumlah penduduknya atau 
sebesar 913,4 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 13,0% berada di daerah perkotaan 
sedangkan sisanya berada di daerah pedesaan. Kabupaten Soppeng sendiri tercatat 
10,41% per maret 2011 dari jumlah penduduknya yang tercatat dibawah garis 
kemiskinan atau sebesar 23.298 ribu jiwa. Mereka kebanyakan hidup dari buruh 
tani atau tidak memiliki pekerjaan yang tak menentu. Mereka tidak memenuhi 
standar pendapatan Rp. 152.000 per bulan perkapita.  
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah 
penduduk miskin yang tinggi, pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng berjumlah 22.784 ribu jiwa. Akan tetapi jumlah ini 
mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 23.298 ribu jiwa. Hal ini 
disebabkan belum maksimalnya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan 
pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng.   
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian untuk mengkaji mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, penulis merumuskan 
judul skripsi sebagai berikut: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN SOPPENG” 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apakah PDRB perkapita, pengangguran, inflasi dan pengeluaran perkapita 
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng ? 
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1.3. Tujuan dan  Manfaat  Penelitian  
1.3.1  Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur 
berapa besar pengaruh PDRB perkapita, pengangguran, inflasi dan pengeluaran 
perkapita mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng.  
 
1.3.2  Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini  adalah sebagai berikut:   
1) Bagi pihak pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng, diharapkan 
hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan 
untuk merumuskan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan  di 
Kabupaten Soppeng. 
2) Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 
khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. 
3) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lainnya 
yang ingin melakukan penelitian pada bidang kajian yang relatif sama. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Konsep Kemiskinan 
2.1.1. Pengertian Kemiskinan 
Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan 
semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang 
melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi 
melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan 
politik. 
Kemiskinan dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, 
pendidikan   dan   keahlian   rendah,   keterkucilan   sosial   karena   keterbatasan 
kemampuan  untuk berpartisipasi  dalam kegiatan  sosial kemasyarakatan.  Secara 
singkat  kemiskinan  menurut  Suparlan  (1984)  dapat didefinisikan  sebagai  
suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan 
materi pada  sejumlah  atau  segolongan  orang  dibandingkan  dengan  standar  
kehidupan yang  umum  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Standar 
kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya  terhadap tingkat 
keadaan kesehatan,  kehidupan  moral,  dan  rasa  harga  diri  dari  mereka  yang  
tergolong sebagai orang miskin. Sedangkan menurut Sutrisno (2003) yang 
mengemukakan bahwa, ada dua sudut pandang dalam memahami substansi 
kemiskinan. Pertama, kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) mengatakan bahwa, kemiskinan pada hakekatnya adalah campur tangan 
yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat 
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pedesaan. Kedua, kelompok para pejabat melihat inti dari masalah kemiskinan 
sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja 
yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah.  
Pada perkembangan penelitian belakangan ini, konsep kemiskinan 
menurut masyarakat miskin sudah mulai didasarkan pada kondisi sosio ekologis 
(Smeru, 2003). Pengertian kemiskinan sangat beragam, yaitu mulai dari sekedar 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki 
keadaan  hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen 
sosial dan moral. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan 
penyebabnya yaitu, pada awal 1990-an defenisi kemiskinan telah diperluas tidak 
hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan 
dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Belakangan ini pengertian 
kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan 
ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (Bappenas, 2005). Pengertian 
tersebut berkaitan dengan konsep Chambers (1983) tentang jebakan kemiskinan 
(deprivation trap), antara lain: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) 
keterasingan, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. 
Defenisi orang miskin hanya dari satu sudut pemenuhan konsumsi saja 
sudah tidak cukup karena: (1) pengertian ini sering tidak berhubungan dengan 
defenisi kemiskinan yang dimaksud oleh orang miskin itu sendiri, dan tidak cukup 
untuk memahami realitas kemiskinan; (2) pengertian tersebut dapat 
menjerumuskan kepada kesimpulan yang salah, bahwa menanggulangi 
kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai, 
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dan (3) pengertian tersebut telah terbukti tidak bermanfaat bagi pengambil 
keputusan ketika merumuskan kebijakan lintas sektoral dan bisa kontra produktif 
(Smeru, 2003). 
Menurut Sajogyo (1978) mereka yang disebut miskin apabila 
pengeluarannya kurang dari 320 kg beras di desa dan kurang dari 480 kg beras di 
kota tiap tahun tiap jiwa. Pembatasan garis kemiskinan tersebut masih terbatas 
pada pemenuhan pangan, belum memperhitungkan kebutuhan lainnya, sedangkan 
KIKIS (2002) mendefenisikan pengertian kemiskinan secara lebih mendalam, 
yaitu kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi, meliputi: 
kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kreasi 
kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Kemiskinan subsistensi terjadi karena 
rendahnya pendapatan, tak terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, 
serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan perlindungan terjadi karena 
meluasnya budaya kekerasan atau tidak memadai sistem perlindungan atas hak 
dan kebutuhan dasar. Kemiskinan afeksi terjadi karena adanya bentuk-bentuk 
penindasan, pola hubungan eksploitatif antara manusi dengan manusia, dan antar 
manusia dengan alam. Kemiskinan pemahaman terjadi karena kualitas pendidikan 
yang rendah, selain faktor kuantitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. 
Kemiskinan partisipasi terjadi karena adanya diskriminasi dan peminggiran rakyat 
dari proses pengambilan keputusan, sedangkan kemiskinan identitas terjadi karena 
dipaksakannya nilai-nilai asing terhadap budaya lokal yang mengakibatkan 
hancurnya nilai sosio-kultural yang ada. 
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2.2.    Mengukur Tingkat Kemiskinan 
 Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada 
garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut 
kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada 
garis kemiskinan disebut kemiskinan absoulut.   
2.2.1. Pengukuran Kemiskinan Absolut  
 Di Indonesia, ukuran kemiskinan sering kali didasarkan pada pendekatan 
yang digunakan oleh BPS. Penduduk miskin ditentukan berdasarkan jumlah 
pengeluaran kebutuhan pokok atau tingkat konsumsi per kapita dibawah suatu 
standar tertentu yang disebut garis kemiskinan (poverty line). Mereka yang berada 
dibawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Untuk 
kepentingan studi empiris biasanya digunakan tiga indikator kemiskinan absoulut 
(absolute poverty) (Adams, 2003; Kray, 2004) dalam Agussalim (2009)  yaitu: 
1) Poverty Headcount Index (PHI) yaitu, persentase penduduk yang hidup 
dibawah garis kemiskinan.  
2) Poverty Gap Index(PGI), mengukur selisih antara persentase rata-rata 
pengeluaran (pendapatan) penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.  
3) Poverty Severity Index (PSI) yaitumengukur kedalaman atau keparahan 
kemiskinan. Indeks ini tidak lain adalah PGI yang dikuadratkan sehingga 
sering disebut square poverty gap index. Indeks ini pada prinsipnya sama 
dengan PGI, namun selain mengukur selisih atau jarak yang memisahkan 
orang miskin dengan garis kemiskinan, juga mengukur ketimpangan 
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diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara 
penduduk miskin.  
2.2.2 Pengukuran Kemiskinan Relatif (Ketimpangan) 
 Menurut Agussalim (2009) ketimpangan merupakan konsep yang lebih 
luas dibandingkan dengan kemiskinan karena tidak hanya fokus pada penduduk 
yang miskin (berada dibawah garis kemiskinan) tetapi mencakup seluruh 
penduduk, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Konsep ini 
memperlihatkan berapa persen pendapatan (pengeluaran) masing- masing 
kelompok penduduk tersebut (biasanya dibagi atas 5 atau 10 kelompok) terhadap 
total pendapatan (pengeluaran). Penduduk yang berada pada kelompok terbawah 
diidentifikasikan sebagai orang miskin.  
 Todaro(2003) mengungkapkan bahwa para ahli ekonomi membedakan 
antara dua ukuran utama distribusi pendapatan yakni:   
a) Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi bagian faktor, 
menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional yang diterima oleh 
masing- masing faktor produksi berdasarkan kontribusi yang diberikan 
faktor tersebut pada suatu proses produksi. 
b) Distribusi pendapatan perseorangan atau besaran pendapatan, distribusi 
pendapatan ini menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total 
pendapatan yang mereka terima.  
 Di Indonesia, perhitungan distribusi pendapatan didasarkan pada data 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan sekali dalam tiga 
tahun.  
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2.3.  Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) 
Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat 
pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan 
pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan 
wilayah maupun pendapatn rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. 
Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan 
masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata 
(income per capita) masyarakat (Susanti dkk.,1995). 
Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai 
produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi 
pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi 
pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor 
produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam 
proses produksi dalam jangka waktu tertentu (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). 
Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga 
konstan. Perhitungan atas dasar berlaku (at current price) merupakan jumlah 
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di 
dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun yang dinilai dengan harga 
tahun yang bersangkutan. Pada perhitungan atas dasar harga berlaku belum 
menghilangkan faktor inflasi, jadi faktor inflasi masih terdapat didalamnya. 
Perhitungan atas dasar harga konstan (at constant price) menggambarkan 
perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah 
dihilangkan dengan cara menilai dengan harga satu tahun dasar tertentu. Pada 
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perhitungan atas dasar harga konstan ini, faktor inflasi dihilangkan. Perhitungan 
atas harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan atau sektoral.  
Ada beberapa cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan 
pendapatan suatu daerah yakni: 
a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar  
PDRB suatu daerah diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto 
(gross value added)  yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu 
daerah. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen faktor 
pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan) penyusutan serta 
pajak tidak langsung.Upah/gaji adalah balas jasa dari faktor tenaga kerja, bunga 
adalah balas jasa dari modal, sewa adalah balas jasa dari faktor produksi tanah, 
dan keuntungan (profit) adalah balas jasa dari enterpreneurship (kewirausahaan). 
 
b) Produk Domestik Ragional Netto atas dasar harga pasar 
Perbedaan antara konsep “netto” dan konsep “bruto”  adalah karena pada 
bruto, faktor penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep 
netto penyusutan telah dikeluarkan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai 
susut barang-barang modal yang terjadi selama ikut serta dalam produksi. Jika 
nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka 
hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud diatas. 
c) Produk Domestik Regional Bruto Netto atas dasar biaya faktor 
   Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar di atas 
adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dan 
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subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak 
langsung ini meliputi pajak penjualan,biaya ekspor/impor, bea cukai, dan lain-lain 
pajak kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung oleh 
unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pembeli hingga pajak tidak 
langsung berakibat menaikkan harga barang. Berbeda dengan pajak tidak 
langsung, sebaliknya subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi 
pada dasarnya akan membawa pengaruh penurunan harga jadi pajak tidak 
langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang sama terhadap harga barang.  
Oleh karena itu, apabila pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan 
diperoleh pakjak tidak langsung netto. Jika produk domestik regional netto atas 
dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung netto maka akan diperoleh 
produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor. 
 
 
2.3.1.Pendapatan Regional  
Produk domestik ragional netto atas dasar biaya faktor sebenarnya 
merupakan jumlah kontra perstasi faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam 
proses produksi di wilayah tersebut, atau merupakan jumlah dari pendapatan yang 
berupa upah,gaji,bunga,sewa,dan keuntungan yang timbul dari wilayah tersebut. 
Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan tidak seluruhnya merupakan pendapatan 
penduduk dari daerah tersebut sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh 
pendapatan wilayah lainnya. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki 
oleh orang luar, tapi perusahaan tadi beroperasi di wilayah tersebut, maka dengan 
sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang lain 
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yaitu milik orang yang memiliki modal tersebut. Sebaliknya kalau ada penduduk 
daerah ini  yang menanamkan modalnya diluar daerah maka sebagian keuntungan 
perusahaan tersebut mengalir ke dalam wilayah tersebut dan menjadi pendapatan 
modal.  
  Pendapatan regional dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode 
langsung dan metode tak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan 
menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan 
digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri.  Hal ini berbeda dengan 
metode tidak langsung, yang menggunakan data dari sumber nasional yang 
dialokasikan ke masing-masing daerah.  Metode langsung dapat dilakukan dengan 
menggunakan tiga macam cara yaitu : 
1) Pendekatan produksi, perhitungan nilai tamabah barang dan jasa 
yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara 
mengurangkan biaya antara total nilai produksi bruto sektor atau sub sektor. 
Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari 
sektor yang diproduksinya berbentuk fisik. Barang seperti pertanian, 
pertambangan, dan industri dan sebagainya. Nilai tambah merupaka selisih 
antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermedate cost) yaitu 
bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.  
2) Pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi 
diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh 
faktor produksi yaitu upah dan gaji serta surplus usaha, penyusutan, dan pajak 
tidak langsung netto. Pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak 
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mencari untung surplus  usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi 
bunga yang dibayarkan netto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode 
pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak 
dibayarkan setara dengan harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini 
disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak dipakainya metode yang akurat 
yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya dari berbagai 
kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya. Kutipan sering 
kali tidak menggambarkan harga yang sebenarnya untuk pelayanan yang 
mereka berikan misalnya sektor pendidikan dan rumah sakit.  
3) Pendekatan  pengeluran, pendekatan dari segi pengeluaran adalah 
menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi 
di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan. 
Produksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga, 
konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi 
pemerintah,pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok,dan 
ekspor netto.  
  Metode tidak langsungadalah suatu cara mengalokasikan produk domestik 
bruto dari wilayah yang lebih luas kemasing-masing bagian wilayah, misalnya 
mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator 
tertentu, alokator yang digunakan yaitu (1) nilai produksi bruto atau netto setiap 
sektor. Subsektor pada wilayah yang dialokasikan, (2) jumlah produksi fisik, (3) 
penduduk, (4) tenaga kerja,dan (5) alokator tidak langsung lannya. Dengan 
memperhitungkan salah satu kombinasi dari beberapa alokator dapat 
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diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah 
setiap sektor dan subsektor. 
2.3.2.Pendapatan Perkapita  
Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang 
diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Pendapatan perkapita 
sering menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara atau daerah. Pendapatan 
perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk 
memperbesar output dalam laju yang lebih cepat daripada pertumbuhan 
penduduk. Tingkatan dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita riil (yakni sama 
dengan pertumbuhan pendapatan perkapita setelah dikurangi dengan tingkat 
inflasi) merupakan tolak ukur ekonomis yang paling sering digunakan untuk 
mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomis dari suatu negara.  
  Berdasarkan tolak ukur tersebut, makan akan dimungkinkan untuk 
mengetahui seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia bagi rata-rata 
penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. 
2.3.3.Hubungan PDRB Per kapita terhadap Kemiskinan  
Sukirno (2000) mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah 
kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 
kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 
pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi 
harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan 
masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga 
menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah 
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tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah 
tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah 
dengan jumlah barang yang berkurang.  
Pendapatan perkapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan 
kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan 
perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi 
di antara berbagai negara (Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan 
seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar 
berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Boediono, 1992). Hal ini 
berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu 
wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. 
2.4. Konsep Pengangguran  
2.4.1 Pengertian Pengangguran  
Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 
dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki pekerjaan dan secara 
aktif sedang mencari pekerjaan (Nugroho, 2003). Seseorang yang tidak bekerja, 
tetapi secara aktif  mencari pekerjaan  tidak dapat digolongkan sebagai 
penganggur. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara biasanya 
digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate). Yaitu 
jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (labor 
force). Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja 
dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu.  
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Pengangguran prinsipnya mengandung arti hilangnya output (loss of 
output) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (human misery), dan 
merupakan suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. Disamping 
memperkecil output, pengangguran juga memacu  pengeluaran pemerintah lebih 
tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. 
2.4.2. Jenis-Jenis Pengangguran  
  Dilihat dari sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan ke dalam 
beberapa jenis sebagai berikut: 
1) Pengangguran Friksional atau Transisi (frictional or transisional 
unemployment) adalah jenis penggangguran yang timbul karena sebagai akibat 
dari adanya perubahan di dalam syarat- syarat kerja yang terjadi seiring dengan 
perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat 
pula terjadi karena berpindahnya orang- orang dari satu daerah ke daerah lain, 
atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus 
kehidupan yang berbeda. pengangguran friksional adalah pengangguran yang 
terjadi sebagai hasil dari pergerakan individual antara bekerja dan mencari 
pekerjaan baru (Bank Dunia, 2004).Terdapat tiga golongan penganggur yang 
dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran fraksional (Sukirno, 2000) yaitu: 
a) Tenaga kerja yang baru pertama sekali mencari kerja. Setiap tahun terdapat 
golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan 
kerja. Disamping itu pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan 
pelajarannya juga akan aktif mencari kerja. 
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b) Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Pada ketika 
perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi terdapat 
perusahaan yang mendapat masalah untuk mendapat pekerja. Ini akan 
mendorong orang-orang yang sedang bekerja untuk meninggalkan 
pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan 
pribadinya atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. 
c) Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja 
dahulu telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan 
untuk bekerja kembali.  
 
2) Pengangguran Struktural (structural unemployment). Jenis pengangguran 
yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja 
yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan 
tenaga kerja. Ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara 
lain karena adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara 
jenis pekerjaan lainnya permintaannya mengalami penurunan, dan penawaran itu 
sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap penyusuain 
tersebut (Suryana, 2000). 
3) Pengangguran Alamiah (natural unemployment) atau lebih dikenal dengan 
tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment) adalah tingkat 
pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh atau tingkat 
pengangguran dimana inflasi yang diharapkan (expected inflation) sama dengan 
tingkat inflasi aktual (actual inflation). Friedman (1968) dalam Suryana (2000) 
mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran 
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dimana tekanan ke atas (pressure) dan tekanan kebawah  (downward pressure) 
terhadap inflasi harga dan upah berada dalam keseimbangan.  
4) Pengangguran siklis atau konjungtual (cyclical unemployment) adalah jenis 
pengangguran yang terjadi sebagai akibat merosotnya kegiatan ekonomi atau 
karena terlampau kecilnya permintaan agregat didalam perekonomian 
dibandingkan  penawaran agregat.  Pengangguran siklis merupakan pengangguran 
diatas tingkat alamiah terjadi ketika output berada di bawah tingkat kesempatan 
kerja penuh (Suryana, 2000).   
2.4.3. Dampak Pengangguran  
Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat 
membawa dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun 
individu dan masyarakat.Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran 
masyarakatnya dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan (sustained economic 
growth). Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan 
masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat jelas dari berbagai 
akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah 
pengangguran. Akibat- akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian 
adalah: 
Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 
memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran 
menyebabkan output aktual (actual output) yang dicapai lebih rendah dari atau 
berada dibawah output potensial (potential output). Keadaan ini berarti tingkat 
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kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang 
mungkin akan dicapainya. 
Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) 
pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat 
kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang 
mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian, tingkat 
pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam 
menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.  
Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak 
akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. pengangguran menimbulkan dua 
akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja 
biasanya akan diikuti pula dengan oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin 
perusahaan. Keadaaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk 
melakukan investasi di masa akan datang. Kedua, pengangguran yang timbul 
sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan 
berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk 
melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan 
pertumbuhan ekonomi di masa akan datang. 
2.4.4. Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan  
Menurut Sukirno (2000), efek buruk dari pengangguran adalah 
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 
25 
 
 
 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila 
pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu 
berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan 
prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 
Hubungan erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan 
jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai 
pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada 
diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1999). Kebutuhan 
manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi 
kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan 
penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya 
adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini 
membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk 
miskin yang ada. 
 Menurut Octaviani(2001), jumlah pengangguran erat kaitannya dengan 
kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat 
besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan 
pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan 
untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi 
pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja 
diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang 
lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak 
pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap 
26 
 
 
 
demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu 
masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur 
tetapi belum tentu miskin. 
2.5. Konsep Inflasi  
2.5.1. Pengertian Inflasi  
Sebagai salah satu fenomena yang terutama terjadi di negara- negara  
yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berbagai perdebatan baik nasional 
maupun regional tidak henti-hentinya memperbincangkan masalah ini. Defenisi 
inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat  kita temukan dalam litetur ekonomi. 
Keanekaragaman defenisi tersebut terjadi karena pengaruh inflasi terhadap 
berbagai sektor perekonomian.  Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan 
berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai  perbedaan pengertian 
dan persepsi kita tentang inflasi.  
  Venieris dan Seblod (1978) dalam Octaviani (2001) mendefinisikan inflasi 
sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus 
menerus  sepanjang waktu  (a sustained tedency for the general level of prices to 
rise over time). Sedangkan Pengertian inflasi menurut Boediono (1992) inflasi 
adalah kecenderungan harga- harga naik secara umum dan terus menerus, 
kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali 
kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar 
dari harga- harga  barang lain. Selanjutnya inflasi menurut Khalwaty (2000) 
inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam 
(absolut) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama. 
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Seirama dengan kenaikan harga- harga tersebut nilai uang turun secara tajam pula 
sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Dari pendapat tersebut diatas, maka 
setidaknya ada 3 hal penting yang ditekankan yaitu: 
1) Adanya kecenderungan harga- harga untuk meningkat, yang berarti bisa 
saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik 
dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang 
meningkat. 
2) Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus 
(sustained), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi 
bisa beberapa waktu lamanya.  
3) Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga umum, 
yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada 
satu atau beberapa komodioti saja, akan tetapi untuk harga barang secara 
umum. 
Berkaitan dengan pengertian inflasi ini, ada tiga hal yang perlu dipahami 
yaitu inflasi (inflation) itu sendiri, tingkat inflasi (inflation rate), dan indeks harga 
(price index). Inflasi itu sendiri pada dasarnya adalah tingkat perubahan harga-
harga, sedangkan tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi-inflasi terdahulu, 
atau persentase perubahan didalam tingkat harga.  Adapun indeks harga itu sendiri 
mengukur biaya dari sekelompok barang tertentu sebagai persentase dari 
kelompok yang sama pada periode dasar (base periode).  Secara umum ada tiga 
indeks harga (Nanga, 2001)yaitu:  
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1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index atau CPI)  
Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks harga yang 
mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar termasuk harga- harga 
makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan, kesehatan, dan komoditi 
lain yang dibeli  untuk menunjang kehidupan sehari- hari. Dalam kasus IHK ini, 
indeks harga dibuat dengan menimbang setiap harga sesuai dengan arti penting 
secara ekonomis dari komoditi yang bersangkutan.  
2. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) 
Indeks Harga Produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga baha- bahan 
baku, produk antara  peralatan modal, dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis 
atau perusahaan. Jadi, PPI hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau 
setengah jadi saja, sementara barang- barang jadi tidak dimasukkan didalam 
perhitungan. 
3. GNP  Deflator  
GNP deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau 
rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP rill adalah 
nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, yang diperoleh ketika 
output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar. Sedangkan GNP nominal 
adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga berlaku. Karena GNP deflator ini  
cakupannya lebih luas,  dalam arti perhitungannya meliputi semua barang yang 
diproduksi didalam perekonomian, maka indeks ini merupakan indeks harga yang 
secara luas  digunakan sebagai basis untuk mengukur inflasi.  
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2.5.2. Hubungan Inflasi dan Kemiskinan 
Tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Pasalnya, 
harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan, 
kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Sebab, garis kemiskinan 
juga ditentukan oleh harga barang dan jasa, hanya memang bobotnya 
berbeda.Kenaikan laju inflasi serta ukuran garis kemiskinan, tidak serta-merta 
menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan. Sebab, angka kemiskinan juga 
dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan efektivitas beberapa kebijakan yang 
dilakukan pemerintah.  inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian, 
terutama inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan 
perekonomian, namun salah satu akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap 
kegiatan ekonomi masyarakat antara lain, menurunnya daya beli masyarakat .  
2.6 Pengeluaran Perkapita 
Pengeluaran perkapita mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran 
pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori 
mikro. 
Pengeluaran perkapita dalam arti riil dapat dipakai sebagai indicator 
besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. 
Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran 
pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran 
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perkapita terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : 
(Boediono,1999) 
a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 
b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 
c. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro 
ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat 
permintaan secara tidak langsung. 
d. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan 
pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan 
mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang 
meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai 
golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman 
pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment 
mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai 
meskipun secara administrasi keduanya berbeda. 
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 
pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut 
dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin 
meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi 
masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu 
perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif 
pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena 
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pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 
pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya 
Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah 
adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan 
barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. 
Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan 
jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah 
barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan 
permintaan akan barang lain. 
 
2.7. Kerangka Pemikiran 
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 
jumlah penduduk miskin terbesar apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya 
di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan yang cepat menghendaki pemenuhan hidup 
yang meningkat pula. Tingkat pertumbuhan kesempatan kerja akan meningkat 
seiring dengan peningkatan  pemenuhan  kebutuhan hidup. Dalam keadaan 
terbatasnya lapangan pekerjaan, maka akan sulit bagi sebagian angkatan kerja 
untuk memperoleh pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya  tingkat 
pengangguran  yang dapat menyebabkan kemiskinan. 
Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk 
sebesar 226.079 ribu jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk ini tidak seimbang 
denganmigrasipenduduk yang umumnya tidak memiliki ketrampilan memadai 
sehingga mereka bekerja secara tidak layak dan memperoleh penghasilan yang 
rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup di kota yang relatif lebih 
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mahal dibandingkan di pedesaan. Oleh karena itu, kondisi ini tentu saja akan 
meningkatkan jumlah penduduk miskin.Penelitian iniakan membahas faktor-
faktoryangmempengaruhi tingkat kemiskinan.Faktor-faktor yang diteliti yaitu 
faktor pendapatan domestik regional bruto (PDRB), pengangguran, tingkat inflasi 
dan pengeluaran perkapita. Adapun secara jelas kerangka pikir penelitian ini dapat 
dilihat pada gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
 
2.8. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan hasil telaah literatur dan kerangka penelitian di atas, maka 
dapat dirumuskan hipotsesis sebagai berikut: “diduga bahwa pdrb perkapita, 
pengangguran, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng”. 
 
 
 
PDRB 
 
Inflasi 
 
Pengangguran  
Kemiskinan 
Pengeluaran 
Perkapita 
33 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausalitas yang 
bersifat Ex-post Facto. Menurut Sugiyono (2011: 26), bahwa penelitian asosiatif 
kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 
satu variabel dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variabel 
mempengaruhi variabel lain. Ex- Post Facto yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
meneliti suatu peristiwa yang sudah terjadi dan  kemudian merunut ke belakang 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat  menyebabkan timbulnya kejadian 
tersebut 
 
3.2. Lokasi Penelitian  
  Penentuan suatu lokasi penelitian adalah salah satu unsur penting dalam 
metodologi. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk menentukan lokasi yang 
sesuai dengan keperluan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Soppeng yang terdiri atas 8 kecamatan. 
 
3.3. Jenis dan Sumber Data  
  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng pada kurun waktu 
tahun 2001 sampai dengan 2013. 
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3.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian yaitu penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-
bahan kepustakaan berupa buku-buku literatur,tulisan-tulisan ilmiah,dan laporan 
yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan adalah dengan melakukan pencatatan langsung berupa data time 
series yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2013. 
 
3.5. Model Analisa Data 
Model analisis yang digunakan dalam menganalisa data terkait dengan penelitian 
skirpsi adalah analisis regresi berganda. Adapun model persamaannya adalah 
sebagai berikut:  
 
  Y= f (X
1
, X2, X3, X4,)……………………...…….........................(1) 
Kemudian fungsi diatas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika dengan 
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 
....................................................(2) 
 
LnY =  Ln β0 + β1 Ln X1 + β4 Ln X4+ β2  X2 + β3  X3 + µ .................(3) 
 
Dimana : 
Y = Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng (jiwa) 
β0 =  Intercept (konstanta) 
 X1    = Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Rp) 
X2  = Pengangguran ( % ) 
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X3 =  Inflasi  (%) 
X4 =  Pengeluaran  Perkapita (Rp)  
β1 β2 β3 β4 β5 = Koefisien regresi  
μ = Term of error 
Bentuk hipotesanya adalah sebagai berikut : 
<0  Artinya jika terjadi kenaikan  pada X1 (PDRB perkapita) maka Y 
(Jumlah penduduk miskin) akan mengalami penurunan, ceteris    
paribus. 
 > 0    Artinya, jika terjadi kenaikan pada X2 (Pengangguran) maka Y 
(jumlah penduduk miskin) akan mengalami kenaikan, cateris 
paribus. 
>0  Artinya jika terjadi kenaikan pada X3 (Inflasi) maka Y(Jumlah 
penduduk miskin) akan mengalami kenaikan, cateris paribus. 
>0  Artinya jika terjadi kenaikan pada X4 (Pengeluaran perkapita) 
maka Y (Jumlah penduduk miskin) akan mengalami kenaikan, 
cateris paribus. 
3.6. Analisis Data 
3.6.1. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi linear dapat disebut model yang baik jika memenuhi asumsi 
klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan 
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analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, uji 
heterokedastisitas, dan uji multikolerasi 
3.6.2. Koefisien determinasi ( R- Square) 
Koefisien determinasi (R-Square) dilakukan untuk melihat seberapa besar 
kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap variabel dependen. 
3.6.3. Uji  T-statistik 
Uji T-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan 
untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak 
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam 
uji ini, digunakan hipotesis sebagai berikut:  
Ho : b
1 
= b……………(tidak ada pengaruh)  
Ha : b 
1 
≠ b…………….(ada pengaruh)  
Dalam b
1 
adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, 
biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Bila 
nilai t-statistik > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu Ho ditolak. Hal 
ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh  
t-hitung =  
Dimana :  
b
i 
= Koefisien variabel independen ke-i  
b = Nilai hipotesis nol  
Sbi = Simpangan baku dari variabel  
Kriteria pengambilan keputusan: 
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Ho : β = 0  Ho diterima (t-statistik < t-tabel) artinya variabel 
independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap 
variabel dependen.  
Ha : β ≠ 0  Ha diterima (t-statistik > t-tabel) artinya variabel 
independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap 
variabel dependen. 
3.6.4. Uji F-Statistik  
 
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:  
Ho : b
1 
= 0………………….. (tidak ada pengaruh) 
Ha : b
1 
≠ 0……………………... (ada pengaruh)  
 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-
tabel.Jika F-hitung > F-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 
variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 
Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus: 
F-hitung=  
Dimana :  
R
2 
= Koefisien determinasi  
k = Jumlah variabel independen  
n = Jumlah sampel  
Kriteria pengambilan keputusan: 
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Ho : β
1 
= β
2
= 0 Ho diterima (F-hitung < F-tabel) artinya variabel 
independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 
nyata terhadap variabel dependen.  
Ha : β 
1 
≠ β
2 
≠ 0  Ha diterima (f-hitung > F-tabel) artinya variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh nyata 
terhadap variabel dependen. 
3.7.  Defenisi Operasional Variabel  
1. Kemiskinan  adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu 
memenuhi standar hidup minimum. Jumlah penduduk miskin adalah 
banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi standar minimum, 
yang dinyatakan dalam satuan jiwa. 
2. PDRB adalah gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap 
penduduk sebagai hasil dari proses produksi, dinyatakan dalam satuan 
rupiah.  
3. Pengangguran yaitu, penduduk yang termasuk angkatan kerja namun 
tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja, yang dinyatakan 
dalam satuan persen. 
4. Inflasi adalah besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode 
waktu tertentu secara tahunan (2001-2010) dinyatakan dalam satuan 
persen. 
5. Pengeluaran Per Kapita yaitu besarnya pengeluaran setiap anggota rumah 
tangga dalam kurun waktu satu bulan, (konsumsi makanan) dinyatakan 
dalam rupiah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1. Kondisi Geografis 
Letak dan Batas Wilayah 
 Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan 
perbukitan dengan luas wilayah 1500 Km2. Dengan luas daratan 700 Km2 berada 
pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M di atas permukaan laut.  
Perbukitan dengan luasnya 800 Km2 berada pada ketinggian rata-rata 200 
M di atas permukaan laut.Ibukota  Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng 
berada pada ketinggian 120 M di atas permukaan laut. 
Kabupaten Soppeng dibagi menjadi 8 Kecamatan terdiri dari 49 desa, 21 
kelurahan, 124 dusun, dan 39 lingkungan. Kabupaten Soppeng terletak antara 
4o06’ Lintang Selatan dan 4o32’ Lintang Selatan dan antara 119o41’ 18’’ Bujur 
Timur - 120o06’ 13’’ Bujur Timur, dengan batas wilayah: 
1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, 
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Wajo dan Bone, 
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bone,  
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Barru. 
Keadaan Iklim 
Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada sekitar 24o– 
30o.Keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Curah hujan 
pada tahun 2010 sekitar 84 mm dan 11 hari hujan/bulan. 
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4.1.2 Kondisi Demografis 
4.1.2.1. Penduduk 
Berdasarkan buku Kabupaten Soppeng Dalam Angka, jumlah penduduk 
Kabupaten Soppeng pada tahun 2013 tercatat sebanyak 230.744 jiwa yang terdiri 
dari laki – laki 108.115 jiwa dan perempuan 122.629 jiwa. Penduduk tersebut 
tersebar di seluruh desa/ kelurahan dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan 
kepadatan 154 jiwa/km2. 
Penyebaran penduduk Kabupaten Soppeng dirinci menurut kecamatan, 
menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah Kecamatan 
Marioriwawo yaitu sekitar 45.646 jiwa dari total jumlah penduduk, disusul oleh 
Kecamatan Lalabata dengan jumlah penduduk 42.865 jiwa dari total jumlah 
penduduk, kemudian Kecamatan Lilirilau sekitar 40.748 jiwa dari total jumlah 
penduduk, dan yang terendah Kecamatan Citta dengan jumlah penduduk 9.259 
jiwa dari total jumlah penduduk. 
Ditinjau dari kepadatan penduduk per km persegi, kecamatan yang 
terpadat adalah Kecamatan Liliriaja yaitu 282 jiwa/km2 dan yang terjarang 
penduduknya adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 89 jiwa/km2. Untuk lebih 
jelasnya berikut jumlah penduduk Kabupaten Soppeng menurut Kecamatan pada 
Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4  berikut: 
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Tabel 4 
Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Menurut Kecamatan  
Tahun 2013 
 
Sumber : Kabupaten Soppeng Dalam Tahun 2013 
 
 
4.1.2.2. Penduduk Usia Kerja 
Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng, usia 15 tahun ke atas telah 
bekerja. Pada Tahun 2010, diperkirakan sebanyak 178.569 jiwa atau 77,39 % dari 
total penduduk. Jumlah penduduk usia kerja tersebut terdiri dari angkatan kerja 
dan bukan angkatan kerja. 
Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas 
yang bekerja dan mencari pekerjaan. Bekerja adalah kegiatan melakukan 
pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau mempunyai pekerjaan 
tapi sementara tidak bekerja sedangkan mencari pekerjaan adalah orang yang aktif 
berusaha mendapatkan pekerjaan. 
Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun yang mempunyai 
kegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya termasuk sakit, 
 
No. 
 
Kecamatan 
 
Luas Km 
 
Rumah  
Tangga 
Jumlah Penduduk  
 
Total 
 
Laki-Laki 
 
Perempuan 
1 Marioriwawo 300 11 236 21 387 24 259 45 646 
2 Lalabata 278 11 000 20 084 22 781 42 865 
3 Liliriaja 96 6 853 12 686 14 388 27 074 
4 Ganra 57 2 825 5 529 6 271 11 800 
5 Citta 40 2 447 4 338 4 921 9 259 
6 Lilirilau  187 10 655 19 093  21 655 40 748 
7 Donri-Donri 222 6 715 11 626  13 187 24 813 
8 Marioriawa 320 7 679 13 372 15 167 28 539 
Jumlah 1 500 59 410 108 115 122 629 230 744 
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cacat dan sebagainya. Penduduk dalam kategori angkatan kerja di Kabupaten 
Soppeng sebanyak 105.064 orang yang terdiri dari bekerja 95.376 orang dan 
mencari pekerjaan 9.688 orang, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja di 
Kabupaten Soppeng sebanyak 73.512 orang. 
Di Kabupaten Soppeng, jumlah usia produkti dibagi menurut lapangan 
pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 68,17 persen, sektor 
perdagangan, restoran dan hotel sekitar 14,96 persen, sektor jasa kemasyarakatan, 
sosial dan perorangan sekitar 10,54 persen, sektor industri sekitar 4,32 persen dan 
selebihnya bekerja pada sektor-sektor lainnya. 
 
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi 
4.1.3.1  Kondisi Sosial 
Kondisi sosial Kabupaten Soppeng dapat digambarkan melalui 
perkembangan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. 
1. Pendidikan 
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 
tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.Merajut pada amanat 
UUD 1945 beserta Amandemennya (Pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur 
pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM di 
Kabupaten Soppeng. 
Salah satu indikator yang dapat melihat keberhasilan bidang pendidikan  
adalah tingkat buta huruf. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf 
menunjukkan keberhasilan program pendidikan, sebaliknya semakin tinggi 
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persentase penduduk yang buta huruf mengindikasikan kurang berhasilnya tingkat 
pendidikan. 
Jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 
2010 terdiri dari SD Negeri sebanyak 256 buah dan swasta 2 buah, SLTP Negeri 
sebanyak 31 buah dan swasta 7 buah, SMU Negeri sebanyak 8 buah dan swasta 4 
buah, SMK Negeri 5 buah dan swasta 3 buah, MI Negeri 1 buah dan swasta 20 
buah, MTs Negeri sebanyak  1 buah dan swasta 24 buah, serta Madrasah Aliyah 
Negeri 2 buah dan swasta sebanyak 4 buah. 
Status pendidikan penduduk umur 5 tahun keatas di Kabupaten Soppeng 
tahun 2010 terdiri : Tidak/ belum bersekolah sebanyak 15,38 %, masih bersekolah 
23,81 % dan tidak bersekolah lagi 60,81 %. 
2. Kesehatan 
Tingkat kemajuan suatu daerah dapat tercermin dari banyaknya fasilitas 
kesehatan di daerah tersebut. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng 
adalah : rumah sakit 1 buah dengan tempat tidur 82, puskesmas induk 17 unit, 
Puskesmas pembantu 45 unit dan dokter praktek sebanyak 41 orang. Rumah Sakit 
terletak di Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng, sedangkan 
puskesmas/pustu tersebar di semua kecamatan. 
Jumlah pengunjung Rumah Sakit pada tahun 2010; rawat jalan 36.642 
pasien, rawat inap 5.105 pasien, serta pengunjung puskesmas/pustu 202.931 
pasien. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi 
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pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.Status 
kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Soppeng terus ditingkatkan melalui 
perluasan akses penduduk terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan 
mutu pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian empat sasaran 
dampak pembangunan kesehatan antara lain; meningkatnya umur harapan hidup 
pada tahun 2009 menjadi 71,2 tahun, menurunnya angka kematian ibu yakni 6 per 
100.000 KH, menurunnya Angka Kematian Anak Balita (AKABA) pada tahun 
2009 menjadi 2 per 1000 KH, dan menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak 
balita. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita pada tahun 2009, 
menunjukkan bahwa dari 4.702 balita yang ada hanya 1 persen kondisinya berada 
di bawah standar gizi dan sebanyak 4.274 anak (82%) yang kondisi gizinya 
normal. Selain itu kinerja dalam upaya peningkatan kesehatan di Kabupaten 
Soppeng juga dapat dilihat dari meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan, meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan keempat (K4), 
meningkatnya cakupan imunisasi lengkap anak balita, meningkatnya cakupan 
jaminan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. 
  Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah 
dialokasikan dana untuk program kesehatan gratis sebesar                                       
Rp. 6,196,165,723,- pada tahun 2010 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi 
Rp. 1.529.779.200,- dan Pemerintah Kabupaten Soppeng sendiri sebesar Rp. 
4.666.386.523. 
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Tabel. 5 
Jumlah Penduduk Menurut Agama 
di Kabupaten Soppeng Tahun 2013 
 
No. Agama Jumlah Persentase (%) 
1 Islam 230.029 99,7 
2 Kristen 688 0,29 
3 Hindu 18 0,007 
4 Budha 9 0,003 
Jumlah 230.744 100 
         Sumber Data : Kabupaten Soppeng Dalam Angka, 2013 
 
Mayoritas penduduk Kabupaten Soppeng menganut agama Islam sekitar 
99,7 persen dari total penduduk yang ada, dan selebihnya menganut kepercayaan 
Kristen sekitar 0,29 persen, Hindu 0,007 persen serta Budha 0,003 persen. Sejauh 
ini kehidupan beragama di Kabupaten Soppeng berjalan cukup toleran dimana. 
4.1.3.2  Kondisi Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 
pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan ekonomi di suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, 
perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain 
sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari 
pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung 
menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator 
ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan 
berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. 
Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari  
pelaksanaan suatu proses pembangunan, sehingga pembangunan yang berhasil 
salah satunya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Melalui 
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pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui adanya peningkatan skala produksi barang 
dan jasa dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hendaknya 
selalu tercermin dalam pembangunan yang dilaksanakan secara selaras, serasi, dan 
seimbang dimana ada saling keterkaitan dan saling menunjang antara satu sektor 
dengan sektor lainnya.  
1. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi daerah turut dipengaruhi oleh kondisi 
perekonomian secara regional dan nasional.Adanya krisis ekonomi global yang 
berdampak pada perekonomian nasioanal sedikit banyak berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi daerah.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppengdapat 
diketahui dari perkembangan 9 (Sembilan) sektor yakni pertanian, pertambangan 
dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, 
perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan persewaan 
dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng 
pada tahun 2009 adalah sebesar 6,66%. Untuk memacu laju pertumbuhan 
ekonomi, kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada pembangunan 
pertanian khususnya subsektor tanaman bahan makanan dan peternakan di 
samping sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bangunan yang pada 
tahun 2009 tumbuh pada kisaran 10,67 persen.  
2. Struktur Perekonomian 
Struktur perekonomian Kabupaten Soppeng didominasi oleh sektor 
pertanian sebagai sektor andalan. Oleh karena itu sektor pertanian tetap akan 
menjadi perhatian utama dalam memperkuat struktur perekonomian daerah, 
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disamping sektor lainnya seperti peternakan. Sebagai wilayah yang berbasis 
pertanian, pengembangan agribisnis dan agroindustri memang merupakan pilihan 
yang tepat. Untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri pemerintah daerah 
secara bertahap melakukan peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, 
kelembagaan ekonomi, dan mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif 
serta pembuatan regulasi yang jelas. 
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan melambatnya 
pertumbuhan jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya PDRB 
Perkapita. Dari data statistik yang ada menunjukkan bahwa PDRB perkapita 
Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 
tahun 2005-2009, yakni dari Rp. 6.132.870 pada tahun 2005 menjadi Rp. 
11.660.748 di tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 18,03 persen pertahun. 
 
4.1.5. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng 
Pendapatan regional per kapita atau PDRB perkapita sering digunakan 
sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan atau tingkat kesejahteraan penduduk 
suatu wilayah. Dengan berkembangnya perekonomian tentunya berdampak pada 
tingkat kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita diperoleh dengan cara nilai 
produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk.  
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Tabel  6.  PDRB Perkapita Atas Harga Konstan Kabupaten Soppeng 
Tahun 2001-2013 
 
No      Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
1. 2001 4.373.894 
2. 2002 4.745.282 
3. 2003 5.176.290 
4. 2004 5.776.921 
5. 2005 6.943.005 
6. 2006 7.920.519 
7. 2007 8.907.258 
8. 2008 10.825.425 
9. 2009 12.567.365 
10. 2010 14.665.035 
11 2011 14.280.000 
12 2012 16.390.000 
13 2013 18.870.000 
  Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 
 
Dari data pada tabel 6 menunjukkan bahwa setiap tahun PDRB perkapita 
Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan cukup besar. Dalam setiap tahunnya 
angkatersebut meningkat. Pada tahun 2001 PDRB perkapita penduduk Kabupaten 
Soppeng mencapai 4,37 juta rupiah  kemudian naik sebesar 4,74 juta pada tahun 
2001 atau mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen. Pada tahun 2003 juga 
mengalami peningkatan sebesar 9,08 persen atau  sebesar 5,17 juta. Kemudian 
pada tahun 2004  PDRB perkapita Kabupaten Soppeng menjadi 5,77 juta 
mengalami peningkatan sebesar 11,5 persen.  Pada tahun 2005 PDRB perkapita 
Kabupaten Soppeng sebesar 6,943 juta meningkat sebesar 20,1 persen.  Pada 
tahun 2006 PDRB  perkapita Kabupaten Soppeng sebesar 7,92 juta meningkat 
sebesar 14,0 persen. Tahun 2007 meningkat menjadi 8,90 juta dengan peningkatan 
sebesar 12,45 persen. Kemudian pada tahun 2008 PDRB perkapita Kabupaten 
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Soppeng tercatat sebesar 10,82 juta meningkat sebesr 21,5 persen. Selanjutnya 
pada tahun 2009 menjadi sebesar 12,56 juta meningkat sebesar 16,06 persen. Dan 
pada tahun 2010 PDRB perkapita Kabupaten Soppeng menjadi 14,66 juta 
meningkat sebesar 16,7 persen. Kemudian pada tahun 2011 PDRB perkapita 
Kabupaten Soppeng menjadi 14,28 juta. Dan meningkat pada tahun 2012 PDRB 
pekapita Kabupaten Soppeng menjadi 16,39 juta. Sementara pada tahun 2013 
PDRB perkapita Kabupaten Soppeng terjadi peningkatan secara drastis yaitu 
sebesar 18,87 juta.  
4.1.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Soppeng 
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang patut mendapat 
perhatian pemerintah.Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan 
oleh daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi.  Menurut Badan Pusat 
Stsatistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam 
angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 
mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 
Berikut ini adalah grafik perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten 
Soppeng periode 2001-2013. 
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Gambar 1: Grafik Pengangguran 
 
Gambar 2: Grafik Pengangguran Terbuka 
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Soppeng dalam periode tahun 
2001 hingga 2010 tidak stabil mengalami fase naik turun. Keadaan itu 
digambarkan  pada tahun 2001 hingga tahun 2005 yang mencapai puncak 17,05%. 
Peningkatan tingkat pengangguran yang drastis pada tahun 2005 ini disebabkan 
karena adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan harga Bahan Baku 
Minyak (BBM). Harga bahan baku minyak merupakan salah satu unsur bahan 
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pokok yang mempengaruhi aspek kehidupan. Tingkat pengangguran pada tahun 
2005 sampai 2010 mengalami penurunan secara terus menerus dimana pada tahun 
2005 tingkat pengangguran sebesar 17,05% kemudian pada tahun 2010 menurun 
menjadi 8,37 %.  
4.1.7. Perkembangan  Inflasi di KabupatenKabupaten Soppeng 
Tabel 7  Laju Inflasi Kabupaten Soppeng Tahun 2001-2013 
Tahun               Inflasi (%) 
2001 11,77 
2002 8,25 
2003 3,01 
2004 6,48 
2005 15,20 
2006 7,21 
2007 5,75 
2008 12,40 
2009 3,39 
2010 6,56  
2011 3,94 
2012 3,65 
2013 6,86 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 
Perkembangan inflasi Kabupaten Soppeng dari tahun 2001 hingga 2005 
menunjukkan angka yang berfluktuasi yaitu pada tahun 2001 inflasi Kabupaten 
Soppeng sekitar 11,75 persen kemudian pada tahun 2002 dengan angka 8,25 
persen, menurun lagi ditahun berikutnya 2003 yang hanya 3,01 persen dan pada 
tahun 2004 meningkat lagi 6,48 persen, dan terus meningkat di tahun 2005  
dengan angka 15,20. Pada tahun 2006 dan 2007 menurun kembali 7,21 persen 
untuk tahun 2006 dan 5,75 persen pada tahun 2007.  
Angka inflasi Kabupaten Soppeng dalam tahun 2009 sebesar 3,39 persen. 
Angka tersebut relatif jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 
52 
 
 
 
sebelumnya yang sebesar 12,40 persen. Tingginya inflasi tahun 2008 disebabkan 
kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal tahun dan 
akhir tahun. Pada awal 2009, pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar 
minyak namun dampaknya terhadap laju inflasi tidak berarti. Namun pada tahun 
2010 inflasi Kabupaten Soppeng meningkat lagi sebesar 6,56 persen. Pada tahun 
2011 inflasi Kabupaten Soppeng menurun ke angka 3,94 persen. Sementara hal 
yang sama terjadi pada 2012 Inflasi Kabupaten Soppeng menurun menjadi 3,65 
pesen. Sementara Inflasi Kabupaten Soppeng terjadi peningkatan pada tahun 2013 
mencapai angka 6,86 persen. 
4.1.8. Pengeluaran Perkapita 
4.1.8.1 Konsumsi / Pengeluaran Rumah Tangga  
Pengeluaran dibedakan atas pengeluaran makanan dan non makanan. 
Pengeluaran non makanan dibedakan lagi menjadi pengeluaran habis pakai dan 
pengeluaran untuk barang tahan lama. Akumulasi dari semua pengeluaran ini 
secara transparan akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pola 
pengeluaran di negara kita dan negara berkembang lainnya masih didominasi oleh 
pengeluaran untuk makanan. Dinegara maju, pengeluaran non makanan 
cenderung lebih tinggi bila dibandingkan untuk pengeluaran untuk makanan. Tiga 
kebutuhan utama manusia yaitu pangan/makanan, sandang/pakaian dan 
papan/perumahan. Makin baik tingkat kesejahteraan seseorang/rumah tangga 
makin kecil persentase pengeluarannya untuk makanan. Kebutuhan akan lebih 
tertuju kepada pemenuhan kebutuhan sekunder (sandang/pakaian) dan tersier 
(papan/perumahan).  
53 
 
 
 
Data konsumsi dan pengeluaran dapat digunakan untuk penerapan hukum 
ekonomi. Salah satunya seperti yang diungkapkan terdahulu oleh Ernest Engel, 
bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan 
menurun dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi 
pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat 
kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk 
makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian 
penduduk, (BPS, Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Soppeng, 2011). 
Perkembangan tingkat  pengeluaran di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini : 
Tabel 8.  Pengeluaran  Rata-Rata per Kapita Per Bulan Rumah Tangga 
Makanan dan Non Makanan Kabupaten Soppeng 
Tahun 2001- 2013 
 
 
Tahun 
Jenis Pengeluaran (Rp) 
Makanan Non Makanan 
2001 109.119 77.950 
2002 101.692 51.092 
2003 112.252 58.254 
2004 102.762 62.747 
2005 70.707 39.002 
2006 112.252 58.254 
2007 804.608 491.549 
2008 1.038.761 882.063 
2009 233.288 177.381 
2010 244.024 196.701 
2011 381.942 312.252 
2012 430.978 404.608 
2013 450.639 338.761 
           Sumber : Badan Pusat Statistik 
Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata perkapita 
sebulan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2001  mencapai sekitar Rp. 
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109.119 digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan Rp. 77.950 
digunakan untuk kebutuhan nonmakanan. Keadaan ini hampir sama di tahun-
tahun berikutnya tahun 2002 hingga 2006, namun pada tahun 2008 lebih baik 
dibanding dengan kondisi pada tahun  sebelumnya dimana pada saat itu 
pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar Rp. 
1.038.761 untuk kebutuhan makanan dan Rp. 882.063 untuk kebutuhan non 
makanan. Dan pada tahun 2009 hingga 2010 mengalami penurunan sebesar                
Rp. 244.024 untuk kebutuhan makan, dan Rp. 196.701 untuk non makanan. Pada 
tahun 2011 kebutuhan akan makanan Rp. 381.942 sementara untuk non makanan 
Rp. 312.252. dan meningkat pada tahun 2012 kebutuhan makanan mencapai Rp. 
430.978 dan kebutuhan non makanan mencapai Rp. 404.608. selanjutnya pada 
tahun 2013 kebutuhan makanan terus meningkat menjadi Rp. 450.639 dan 
kebutuhan non makanan terjadi penurunan menjadi Rp. 338.761. 
4.2. Analisis Data 
4.2.1 Uji Asumsi Klasik 
Berdasarkan grafik Normal Probability Plot data menunjukkan adanya 
indikasi kenormalan distribusi dari suatu data. Hal ini mengingat bahwa data 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Santoso, 
2002). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa model regresi tersebut layak 
dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas  
lainnya. 
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a. Uji Heterokedastisitas Data 
Setelah diuji statistik, ternyata tidak terjadi heterokedastisitas dalam model 
regresi yang digunakan, mengingat scatterplot menunjukkan adanya titik-titik 
yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu secara jelas, yang 
tersebar baik dibawah maupun di atas angka 0 pada sumbu Y (Santoso, 2002). 
Dengan demikian, model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi 
variabel terikat. 
b. Uji Multikolinieritas Data 
Berdasarkan uji asumsi multikolineritas yang telah dilakukan diperoleh nilai 
VIF sebagai berikut. 
Tabel 4.10 Nilai Tolerance dan VIF 
No Variabel Tolerance VIF 
1 PDRB 0.302 .873 
2 INFLASI 0.047 .963 
3 Pengangguran 0.626 .649 
4 Pengeluaran Perkapita 0.214 .836 
(Sumber: Data Diolah, 2013) 
Setelah menganalisis tabel di atas, ternyata semua angka-angka nilai VIF 
yang ditemukan berada disekitar angka 1 (dibawah 5) atau VIF < 10 dan nilai 
tolerance mendekati 1. Angka-angka tersebut di atas mengindikasikan tidak 
terjadi multikolinieritas (multikol) antar variabel bebas (Santoso, 2002). 
4.2.2 Koefisien determinasi (R²) 
Berdasarkan hasil pengolahan program eviews, diperoleh nilai koefisien 
determinasi (R²) sebesar 0.791  yang berarti bahwa variabel- variabel bebas yaitu 
PDRB perkapita, Pengangguran, Inflasi, dan Pengeluaran perkapita secara 
bersama-sama berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 79,1 
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persen sedangkan sisanya sebesar 20,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model estimasi. 
4.2.2. Uji Statistik f 
 Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
Dari regresi pengaruh PDRB perkapita, pengangguran, inflasi, dan 
pengeluaran  perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng, 
maka diperoleh F-Tabel sebesar 4,53 (α: 5% dan df: 10-4 = 6).  Sedangkan f-
statistik / F hitung sebesar 7,590 dan nilai probabilitas F- Statistik  0,008. Maka 
dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen (F-hitung > F-tabel). 
4.2.3. Uji Statistik t 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Dalam regeresi pengaruh PDRB perkapita, pengangguran, inflasi, dan 
pengeluaran perkapita terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten Soppeng 
dengan α; 5% dan df = 6  (n-k= 10-4), maka diperoleh nilai t- tabel sebesar 2,447. 
Berdasarkan nilai t-tabel tersebut dan dengan asumsi t-statistik / t hitung > t–tabel, 
variabel independen yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng adalah variabel PDRB dimana signifikansinya adalah 0,003 
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diperpoleh Dari hasil 
penelitian,maka hasil tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
Tabel 9 Hasil Regresi Linear Berganda  
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .890(a) .791 .687 287.233 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1683.035 327.361   5.141 .001 
PDRB -9.13005 .000 -.859 -4.302 .003 
INFLASI -.020 .415 -.008 -.047 .963 
Pengangguran 15.249 24.354 .112 .626 .549 
Pengeluaran 6.63005 .000 .039 .214 .836 
a  Dependent Variable: Penduduk Kemiskinan 
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat hasil model estimasi sebagai berikut :  
Y= 1683,035 - 9,13005 X1 – 0,20X2 + 15,249X3 + 6,63005 LnX4+µi…… 
4.4. Analisis dan Implikasi  
Variabel PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Soppeng dengan arah yang negatif. Artinya setiap kenaikan 
satu persen PDRB Perkapita akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng menurun sebesar 0.332087 persen dengan asumsi variabel 
konstan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat peningkatan PDRB 
perkapita di setiap daerah. PDRB Perkapita suatu daerah dapat dijadikan suatu 
parameter atau ukuran tingkat rata-rata pendapatan atau kesejahteraan masyarakat 
di daerah tersebut. Apabila PDRB Perkapita suatu daerah mengalami kenaikan, 
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maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan mengalami kenaikan, hal ini 
mengindikasikan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini akan mengurangi tingkat 
kemiskinan di wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat keharusan dalam 
mengurangi kemiskinan.  
Dari hasil regresi ditemukan bahwa tingkat pengangguran memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng. Kenaikan tingkat pengangguran sebesar satu persen akan 
menyebabkan jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0.007508 persen dengan 
asumsi variabel konstan. Hasil ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2004), 
yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi 
pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka 
capai. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah 
ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan 
menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. 
Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial 
selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat 
dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya 
kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan 
peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 
Variabel inflasi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar   0.453825 
dengan nilai signifikansi sebesar  0.6690 dan koefisien regresi memiliki arah 
positif sebesar 0.001090. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam 
penelitian ini inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng. Hal tersebut terjadi karena adanya keadaan daya beli antara 
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golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heterogen), maka selanjutnya akan 
terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang 
memiliki daya beli yang relatif rendah kepada masyarakat yang memiliki daya 
beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju 
inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi 
memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian 
barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat 
secara keseluruhan tidak lagi melebihi supply barang.  
 Variabel pengeluaran per kapita tidak signifikan terhadap jumlah  
penduduk miskin di Kabupaten Soppeng. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung 
sebesar  -0.062319  dengan nilai signifikansi sebesar 0,9527dan koefisien regresi 
memiliki arah negatif sebesar -0.000740. Umumnya, pengeluaran untuk keperluan 
makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah 
tangga. Pengeluaran atau konsumsi penduduk dapat memberikan gambaran 
seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh penduduk tersebut. Dalam kondisi 
pendapatan terbatas, maka seseorang akan lebih mendahulukan pemenuhan 
kebutuhan makanan dibandingkan bukan makanan. Sehingga pada kelompok 
penduduk miskin akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan 
untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat 
laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran yaitu penurunan porsi pendapatan 
yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang 
dibelanjakan untuk bukan makanan. Pengeluaran penduduk meningkat dapat 
mencerminkan bahwa pendapatan yang diperoleh penduduk juga mengalami 
peningkatan. Dilihat secara keseluruhan bila pendapatan penduduk miskin dapat 
meningkat maka distribusi pendapatan diantara penduduk miskin tersebut juga 
akan semakin merata. 
60 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Soppeng 
2. Inflasi berpengaruh signifikan dan negative  terhadap jumlah penduduk miskin 
di Kabupaten Soppeng 
3. Pengangguran berpengaruh  signifikan dan negative terhadap jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten Soppeng 
4. Pengeluaran Perkapita berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah  
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng 
5. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.791, yang berarti bahwa variabel- 
variabel bebas yaitu PDRB perkapita, pengangguran, inflasi, dan pengeluaran 
perkapita secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk 
miskin sebesar 79,1  persen sedangkan sisanya sebesar 20,9 persen dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.  
5.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun beberapa saran dari penulis 
yaitu: 
1. Dari hasil yang diperoleh dimana diketahui bahwa faktor yang secara 
signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten 
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Soppeng adalah PDRB perkapita, dalam mengurangi angka kemiskinan 
pemerintah Kabupaten Soppeng harus mampu meningkatkan PDRB, 
kemudian diberikan kepada masyarakat sekaligus membuka lapangan 
pekerjaan yang baru guna menyerap tenaga kerja yang terus menerus tumbuh, 
sehingga masalah kemiskinan dapat diatasi atau dikurangi, karena PDRBjuga 
memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Soppeng.  
2. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Soppeng, 
pemerintah dapat melakukan upaya dengan cara peningkatan sumber daya 
manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan 
menyebabkan berkurangnya tingkat kemiskinan. Pemerintah dapat melakukan 
upaya seperti peningkatan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan 
mengupayakan stabilitas harga, dimana ketiga aspek tersebut merupakan 
komponen penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. 
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LAMPIRAN  I 
 
Data Jumlah Penduduk Miskin, PDRB Perkapita, Pengangguran,Inflasi,dan 
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng Tahun 2001-2013 
 
 
Tahun 
Jumlah 
Penduduk 
Miskin/ Y 
(Ribu 
Jiwa) 
PDRB 
Perkapita 
/Harga 
berlaku X1( 
Rupiah) 
 
Pengangguran 
X2 (%) 
Inflasi 
/ 
X3 
(%) 
Pengeluaran       
Perkapita/ X4 
(Rupiah) 
2001 1.296,30 4.373.894 3,73 11,77 109.119 
2002 1.309,23 4.745.282 5,32 8,25 101.692 
2003 1.301,8 5.176.290 6,86 3,01 112.252 
2004 1.241,5 5.776.921 7,70 6,48 102.762 
2005 1.280,6 6.943.005 17,05 15,2 70.707 
2006 1.112,0 7.920.519 12,32 7,21 112.252 
2007 1.083,4 8.907.258 11,25 5,75 804.608 
2008 1.031,7 10.825.425 9,04 12,4 1.038.761 
2009 963,6 12.567.365 8,90 3,39 233.288 
2010 913,4 14.665.035 8,32 6,56 244.024 
2011 21,22 14.196.230 5,16 3,94 381.942 
2012 20,4 16.315.880 6,15 3,65 430.978 
2013 21,3 18.868.099 6,56 6,86 450.639 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2013. 
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LAMPIRAN 2 
Uji Normalitas Data 
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Uji Heterokedatisitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Multikolinearitas 
Coefficients(a) 
 
Mo
del   
Unstandardized 
Coefficients 
Standa
rdized 
Coeffici
ents t Sig. Collinearity Statistics 
    B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF B Std. Error 
1 (Constant) 1683.035 327.361   5.141 .041     
  PDRB -9.13005 .000 -.859 0.302 .873 .653 1.531 
  INFLASI -.020 .415 -.008 0.047 .963 .893 1.120 
  Pengangg
uran 
15.249 24.354 .112 0.626 .649 .811 1.233 
  Pengeluar
an 
6.63005 .000 .039 0.214 .836 .789 1.268 
a  Dependent Variable: Penduduk 
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Lampiran 3  
Uji Parsial PDRB terhadap Penduduk 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Penduduk 892.03 513.553 13 
PDRB 10098554.
08 
4832891.548 13 
 
 Correlations 
 
    Penduduk PDRB 
Pearson Correlation Penduduk 1.000 -.882 
  PDRB -.882 1.000 
Sig. (1-tailed) Penduduk . .000 
  PDRB .000 . 
N Penduduk 13 13 
  PDRB 13 13 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .882(a) .777 .757 253.217 
a  Predictors: (Constant), PDRB 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2459534.9
97 
1 2459534.997 38.359 .000(a) 
Residual 705307.83
1 
11 64118.894     
Total 3164842.8
28 
12       
a  Predictors: (Constant), PDRB 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 Coefficients(a) 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1838.024 168.113   10.933 .000 
PDRB -9.37E-005 .000 -.882 -6.193 .000 
a  Dependent Variable: Penduduk 
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Uji Parsial Inflasi terhadap Penduduk 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Penduduk 892.03 513.553 13 
INFLASI 66.98 211.260 13 
 
 Correlations 
 
    Penduduk INFLASI 
Pearson Correlation Penduduk 1.000 .210 
  INFLASI .210 1.000 
Sig. (1-tailed) Penduduk . .245 
  INFLASI .245 . 
N Penduduk 13 13 
  INFLASI 13 13 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .210(a) .044 -.043 524.417 
a  Predictors: (Constant), INFLASI 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 139699.70
2 
1 139699.702 .508 .491(a) 
Residual 3025143.1
26 
11 275013.011     
Total 3164842.8
28 
12       
a  Predictors: (Constant), INFLASI 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 857.820 153.163   5.601 .000 
INFLASI .511 .717 .210 .713 .491 
a  Dependent Variable: Penduduk 
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Uji Parsial Pengangguran terhadap Penduduk 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Penduduk 892.03 513.553 13 
Pengangguran 7.28 3.780 13 
 
 Correlations 
 
    Penduduk Pengangguran 
Pearson Correlation Penduduk 1.000 .422 
  Pengangguran .422 1.000 
Sig. (1-tailed) Penduduk . .076 
  Pengangguran .076 . 
N Penduduk 13 13 
  Pengangguran 13 13 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .422(a) .178 .103 486.385 
a  Predictors: (Constant), Pengangguran 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 562571.24
8 
1 562571.248 2.378 .151(a) 
Residual 2602271.5
80 
11 236570.144     
Total 3164842.8
28 
12       
a  Predictors: (Constant), Pengangguran 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 474.736 302.365   1.570 .145 
Pengangguran 57.284 37.147 .422 1.542 .151 
a  Dependent Variable: Penduduk 
 
 
72 
 
 
 
Uji Parsial Pengeluaran Perkapita terhadap Penduduk 
  Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Penduduk 892.03 513.553 13 
Pengeluaran 322540.31 300787.326 13 
 
 Correlations 
 
    Penduduk Pengeluaran 
Pearson Correlation Penduduk 1.000 -.302 
Pengeluaran -.302 1.000 
Sig. (1-tailed) Penduduk . .158 
Pengeluaran .158 . 
N Penduduk 13 13 
Pengeluaran 13 13 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .302(a) .091 .008 511.411 
a  Predictors: (Constant), Pengeluaran 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 287885.82
0 
1 287885.820 1.101 .317(a) 
Residual 2876957.0
07 
11 261541.546     
Total 3164842.8
28 
12       
a  Predictors: (Constant), Pengeluaran 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1058.121 212.556   4.978 .000 
Pengeluaran -.001 .000 -.302 -1.049 .317 
a  Dependent Variable: Penduduk 
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Uji Simultan PDRB, Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah 
terhadap Penduduk 
 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Penduduk 892.03 513.553 13 
PDRB 10098554.
08 
4832891.548 13 
INFLASI 66.98 211.260 13 
Pengangguran 7.28 3.780 13 
Pengeluaran 322540.31 300787.326 13 
 
 Correlations 
 
    Penduduk PDRB INFLASI 
Pengangg
uran 
Pengelua
ran 
Pearson 
Correlation 
Penduduk 
1.000 -.882 .210 .422 -.302 
  PDRB -.882 1.000 -.271 -.357 .404 
  INFLASI .210 -.271 1.000 -.055 -.219 
  Pengangguran .422 -.357 -.055 1.000 .045 
  Pengeluaran -.302 .404 -.219 .045 1.000 
Sig. (1-
tailed) 
Penduduk 
. .000 .245 .076 .158 
  PDRB .000 . .185 .115 .085 
  INFLASI .245 .185 . .429 .236 
  Pengangguran .076 .115 .429 . .441 
  Pengeluaran .158 .085 .236 .441 . 
N Penduduk 13 13 13 13 13 
  PDRB 13 13 13 13 13 
  INFLASI 13 13 13 13 13 
  Pengangguran 13 13 13 13 13 
  Pengeluaran 13 13 13 13 13 
 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .890(a) .791 .687 287.233 
a  Predictors: (Constant), Pengeluaran, Pengangguran, INFLASI, PDRB 
b  Dependent Variable: Penduduk 
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 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2504820.5
70 
4 626205.142 7.590 .008(a) 
Residual 660022.25
8 
8 82502.782     
Total 3164842.8
28 
12       
a  Predictors: (Constant), Pengeluaran, Pengangguran, INFLASI, PDRB 
b  Dependent Variable: Penduduk 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1683.035 327.361   5.141 .001 
PDRB -9.13005 .000 -.859 -4.302 .003 
INFLASI -.020 .415 -.008 -.047 .963 
Pengangguran 15.249 24.354 .112 .626 .549 
Pengeluaran 6.63005 .000 .039 .214 .836 
a  Dependent Variable: Penduduk 
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